BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ \I\ /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA HIBAH UANG

Menimbang

Mengingat

PADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi melakukan
monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan
sosial yang direncanakan setiap tahun anggaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Uang pada
Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762),

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157); :




3

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor S Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor
3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
119);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 107) ;

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah

Uang pada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

: Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai

berikut:

a. gleiyalmalul:.an dmoni;:nl‘)i:}% dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
an dana hi uang pada lemba idi

: swasta Qi Kabupaten Sidoarjo; 89 satuan pendidikan
. glailrzbflnkanibah 1t1):r?é)mg3n ;ianbpendampingan terkait penyaluran
pada lembaga idikan i
Kabupaten Stionio ga satuan pendid swasta di
c. }r?glianl‘:)uat laporan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dana
i uang pada lembaga satuan pendidikan swasta di
Kabupaten Sidoarjo. l

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga

kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan

honorarium s etiap bulan masi .
) ; sing-masing sebe
(satu juta lima ratus ribu rupiah). g sar Rp1.500.000,00




KELIMA

KEENAM
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: Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum

keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal \1 Xwva™ 2023

PATI SIDOARJO,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA HIBAH
UANG PADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah |
2. Pengarah II
3. Pengarah III

4. Ketua

S. Sekretaris

6. Anggota

TAHUN ANGGARAN 2023

Bupati Sidoarjo.
Wakil Bupati Sidoarjo.
Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo.

Sekretaris  Dinas  Pendidikan dan  Kebuidayaan
Kabupaten Sidoarjo.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;

2. Kepala Bidang Sarpras Pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

MUHDLOR




